JMAN/PERATURAN PEMERINTAH

TATA CARA PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN
MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA

SYARIAH NEGARA
(Peraturan Menteri ekuangan R.l Nomor 220/PMK.08/2015,
tanggal 7 Desember 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 56 Ta-
hun 2011 ten tarig Pembiayaan Proyek Melalui
Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor
113/PMK.08/2013 tentang Tata Cara Pembiay-
aan Proyek/Kegiatan Metlalui Penerbitan Surat
Berharga Syariah Negara;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
pembiayaan proyek/kegiatan melalui penerbitan
Surat Berharga Syariah Negara, perlu mengatur
kembali tata cara pembiayaan proyek melalui
penerbitan Surat Berharga Syariah Negara seb-
agaimana dimaksud dalam huruf a, khususnya
berkenaan dengan persiapan pembiayaan proyek/
kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tang-
gung jawab masing-masing instansi dan unit ter-
‘kait di Kementerian Keuangan;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Pener-
bitan Surat Berharga Syariah Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Surat Berharga Syariah Negara {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomeor 70, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 4852);

2. Peraturan Pemerintan Nomor 90 Tahun 2010
tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Ang-
garan Kementerian Negara/Lembaga {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 5178}; ,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011
tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan
Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5265); i

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.
01/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Ke-
menterian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

‘Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
CARA PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI
PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGA-
RA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:
1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indo-
nesia.

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ke-
. pala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
yvang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan
adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangu-
nan nasional,
3. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang
membidangi urugsan tertentu dalam pemerintah-
an.

4. lembaga adalah organisasi non Kementerian dan

instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk
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10.

11.

12.

13.

14.

untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone-
sia Tahun 1945 dan/atau peraturan perundang-
undangan lainnya.

Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya
disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara

. adalah surat berharga néegara yang diterbitkan

berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas
bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik
dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
Proyek adalah kegiatan sebagaimana dimak-
sud dalam Undang-Undang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan
bagian dari program yang dilaksanakan oleh Ke-
menterian/Lembaga yang pembiayaannya ber-
sumber dari penerbitan SBSN dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Pemrakarsa Proyek adalah Kementerian/Lembaga
yang menyampaikan usulan Proyek.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang di-
setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Batas Maksimal Penerbitan adalah nilai maksimal
nominal penerbitan SBSN yang digunakan untuk
pembiayaan Proyek yang penetapannya dilaku-
kan oleh Menteri.

Daft:ar Prioritas Proyek adalah daftar Proyek yang
berdasarkan penilaian Kementerian Perencanaan
dinyatakan siap dan layak untuk diusuikan pem-
biayaannya melalui SBSN pada tahun anggaraﬁ
tertentu kepada Menteri.

Rencana Penarikan Dana adalah dokumen yang
memuat proyeksi penarikan dana Preyek selama
masa pelaksanaan Proyek yang disusun oleh
Pemrakarsa Proyek.

Direktorat Jenderal Pengelclaan Pembiayaan dan
Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah
unit eselon | di lingkungan Kementerian Keuan-
gan yang membidangi pengelolaan pembiayaan
dan risiko. |

Rapat Koordinasi adalah rapat yang dilaksanakan
antara DJPPR c.q. unit eselon |l pada DJPPR

yang menangani pengeloiaan SBSN dan unit ter-

kait lainnya di Kementerian Keuangan dengan Ke-
menterian Perencanaan Pembangunan Nasicnal/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasi-
onal dan Pemrakarsa Proyek.

Direktur Jenderal Pengeiolaan Pembiayaan dan
Risiko yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal

{1)

{2)

(3)

(1

(2)

{3)

{1

(2)

adatah pimpinar; unit eselon | di ﬁngkungan‘Ke-
menterian Keuangan yang membidangi pengelo-
laan pembiayaan dan risiko.

BAB Il

PERSIAPAN PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI .

- PENERBITAN SBSN
Pasal 2
Datam rangka pembiayaan Proyek, DJPPR c.q.
unit eselon Il pada DJPPR yang menangani strate-
gi dan portofolio pembiayaan menyusun Batas
Maksimal Penerbitan.
Direktur Jenderal mengajukan Batas Maksimal

-Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Menteri untuk ditetapkan.

Menteri menyampaikan Batas Maksimal Penerbi-
tan yang telah ditetapkan kepada Menteri Peren-
canaan. ; ~

BAB Il
PENGANGGARAN PEMBIAYAAN PROYEK
MELALU} PENERBITAN SBSN
Bagian Kesatu
Penyusunan Pagu Anggaran
Pasal 3
Dalam rangka penyusunan bahan pagu indikatif
RAPBN, DJPPR c.g. unit eselon Il pada DJPPR
vang menanganl pengelolaan SBSN melak-
sanakan Répat Koordinasi.
Direktur Jenderal menyampaikan’ hasil Rapat
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} |
kepada Direktur Jenderal Anggaran se bagai ba-
han penyusunan pagu indikatif RAPBN.
Pagu indikatif RAPBN sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) digunakan sebagai salah satu bah-
an untuk menyusun pagu-anggaran RAPBN untuk
pembiayaan Proyek.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan bahan pagu anggaran
RAPBN untuk pembiayaan Proyek, DJPPR c.q.
unit eselon Il pada DJPPR yang menangani pen-
gelolaan SBSN dan unit terkait lain melaksanakan
Rapat Koordinasi. .
Penyusunan bahan pagu anggaran RAPBN seb- '
agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan den-
gan mempertimbangkan antara lain:

a. Daftar Prioritas Proyek yang disampaikan oleh

Menteri Perencanaan; dan
b. Kondisi Proyek dalam Daftar Prioritas Proyell
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sebagaimana dimaksud dalam huruf a, siap
untuk dilaksanakan.

{3) Direktur Jenderal menyampaikan hasil Rapat
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagai ba-
han penyusunan pagu anggaran RAPBN.

Bagian Kedua
Pengalokasian Proyek Dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Pasal 5
(1) Setelah APBN ditetapkan, Pemrakarsa Proyek
wajib menyampaikan Surat Pernyataan Kesiapan
Pelaksanaan Proyek yang telah ditandatangani
oleh pejabat eselon | yang bertanggung jawab
terkait pelaksanaan Proyek, dengan format seb-
agaimana tercantum dalam Lampiran yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
{2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampirkan dengan Rencana Penari-
. kan Dana yang akan dilakukan oleh Pemrakarsa
Proyek.

Pasal 6
(1) DJPPR c.q. unit eselon Il pada DJPPR yang
menangani administrasi pembiayaan memberikan
nomor register pembiayaan Proyek berdasarkan
Daftar Prioritas Proyek.
(2) Direktur Jenderal menyampaikan nomor register
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Di-

rektur Jenderal Anggaran untuk proses penerbi- |

tan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 7 )
Tata cara pengalokasian pagu anggaran
Proyek dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di-
laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-un-
dangan,

BAB IV
PELAKSANAAN PROYEK
MELALUI PENERBITAN SBSN
Pasal 8

Prosedur pengusulan Jenis kontrak dalam .

rangka pelaksanaan Proyek melalui penerbitan SBSN
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Pemrakarsa Proyek melaksanakan Proyek ber-

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

dasarkan peraturan perundang-undangan di bidang
pelaksanaan APBN.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
Dokumen penetapan pembiayaan Proyek yang
memuat kesepahaman antara Kementerian Keuangan
dan Pemrakarsa Proyek yang ditetapkan sebelum ber-
lakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap ber-
laku sampai dengan pembiayaan Proyek berdasarkan
kesepahaman dimaksud selesai dilaksanakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai ber-
laku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.
08/2013 tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek/Keg-
iatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Neg-
ara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta-
pada tanggal 16 Desember 2G15
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONEStA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1881
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PENGLIMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

LAMPIRAN

A. SURAT PERNYATAAN KESIAPAN PELAKSANAAN PROYEK

Kepala Surat
/ {logo, nama instansi, dan alamat)

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN PELAKSANAAN PROYEK

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan proyek/kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana terlampir yang akan dilaksanakan oleh (... nama Kementerian
Lembaga ...} dengan ini kami selaku Pemrakarsa Proyek menyatakan bahwa: 2 ]
1. proyek/kegiatan yang akan dibiayai melalui penerbitan SBSN telah siap untuk dilaksanakan sesuai den-
| gan rencana penarikan dana terlampir.

2. proyek/kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. perkembangan pelaksanaan proyek/kegiatan akan disampaikan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
| di bidang pelaksanaan monitoring dan evaluasi Proyek. :
L3 \
l Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan seb-
| agaimana mestinya. ]

|
| Ditetapkan di
| pada tanggal

(tanda tangan dan cap jabatan)

(nama pejabat eselon )
NIP

DAFTAR PROYEK/KEGIATAN

Nama Nama Nilai . - | Nomor

No. i v : .
i Satuan Kerja Proyek/Kegiatan Proyek/Kegiatan Reagister

al Wi N =

Ditetapkan di
pada tanggal

(tanda tangan dan cap jabatan}

{nama pejabat eselon )
NIP
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PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

B. RENCANA PENARIKAN DANA

RENCANA PENARIKAN DANA PROYEK/KEGIATAN YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SBSN
TAHUN ANGGARAN XXXX

A. KODE/KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (XXX)/KEMENTERIAN

B. KODE/UNIT ORGANISASI : {XXX)/DIREKTORAT JENDERAL
C. KODE/PROGRAM : (OOCXX.XX)/PROGRAM
D. KODE/KEGIATAN : (XXXX)/(NAMA KEGIATANI
E. JUMLAH PEMBIAYAAN : (DALAM ANGKA DAN HURUF}
F. JENIS KONTRAK {TUNGGAL/JAMAK} e .
: = )
No.| NAMA SATUAN | NAMA PROYEK/ | NOMINAL | JADWAL RENCANA PENARIKAN DANA TAHUN ANGGARAN XXXX
KERJA | KEGIATAN | PEMBIAYAAN | Ay [FeB| MAR |APR |MEI | JUN |-JUL | AGS | SEP | OKT |NOV | DES
SBSN (RP) . -
1 ) . = |
2. ) | __ I ! 1 it s
3 | I
= ' T s g -
JUMLAH E 3 | b 7 s [l

(Pejabat Eseion I)-

(Nama)
NIP.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

{BN)

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP
IMPOR PRODUK B/AXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE
TEREPHTHALATE (BOPET) DARI NEGARA INDIA,

REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILAND
(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 221/PMK.010/2015,
tanggal 7 Desember 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA terhadap barang impor selain dikenakan Bea Ma-
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, suk dapat dikenakan bea masuk anti dumping jika
harga ekspor dari barang yang diimpor lebih ren-
Menimbang : \ dah dari Nilai Normalnya dan menyebabkan Keru-
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) gian;
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 b. bahwa sesuai hasil penyelidikan Komite Anti
tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imba- Dumping Indonesia (KADI) terdapat bukti impor
lan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, produk Biaxially Oriented Polyethylene Tere-
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